[bookmark: _Hlk201327933]STANDAR PELAYANAN PENGUSULAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN KUTAI TIMUR

	A. Service Delivery

	No.
	Komponen
	
	uraian

	1









	Persyaratan










	:









	1. Fotocopy KTP ber NIK Kab Kutai Timur
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Kab Kutai Timur ;
3. Belum terdaftar sebagai peserta JKN atau peralihan BPJS Mandiri Aktif/Non Aktif;
4. Syarat-syarat lainnya yg dibutuhkan;
5. Untuk pengusulan BPJS Emergency syaratnya ditambah Surat Keterangan Rawat Inap dari Rumah Sakit (3x24) atau Surat Keterangan Berobat dari Puskesmas (1x24) yang berlaku.

	2
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	:
	1. Warga/pemohon datang ke Dinas Sosial membawa berkas persyaratan untuk mendaftarkan usulan BPJS PBI Pemda ;
2. Berkas diverifikasi dan di validasi oleh petugas untuk dilakukan pengecekan berkas pada aplikasi EDABU;
3. Jika dalam pengecekan sesuai dengan persyaratan maka bisa di masukan dalam usulan regular atau pengusulan emergency (UHC);
4. Pengusulan emergency (UHC) Dinas Sosial  Dinas Kesehatan  Kantor BPJS;
5. Jaminan Kesehatan aktif dan untuk penggunaan atau pemakaian serta mengetahui keaktifan peserta BPJS PBI Pemda melalui aplikasi Mobile JKN atau bisa menggunakan NIK yang tertera di KTP/KK di pusat pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.





	3
	Jangka Waktu Pelayanan
	:
	1. Usulan bantuan Penerima Bantuan Iuran (PBI)  Reguler untuk estimasi aktif 1-2 bulan
2. Usulan Penerima bantuan Iuran (PBI) emergency (UHC) aktif di hari pengusulan (1x24 jam).

	4
	Biaya/Tarif
	:
	Tidak di pungut biaya (Gratis)

	5
	Produk Layanan
	:
	1. Dalam bentuk usulan Reguler
2. Dalam bentuk usulan emergency / UHC


	6
	Penanganan Pengaduan dan Saran
	:
	a. Kotak pengaduan yang disediakan di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Atau surat yg dialamatkan ke Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Jl. Sosial No. 02, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kutai Timur Kalimantan Timur 75683
b. Website dinsos@kutaitimurkab.go.id 
c. Telepon/SMS/Whatsapp	: 082152999432 / 082352554146
d. Instagram	: @halo.dinsoskutim

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	B. Manufacturing

	No.
	Komponen
	
	uraian

	1
	Dasar Hukum
	:
	1. Undang-undang Nomo 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan residen Nomor 64 Tahun 2020 perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
3. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah;
4. Intruksi Bupati Kutai Timur Nomor B-188.5/11205/DINKES-YANKES/XII/2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Kutai Timur.

	2
	Sarana dan Prasarana
	:
	a. Ruang pelayanan Informasi dan ruang konsultasi
b. Komputer, printer, jaringan internet, meja pelayanan, Kotak Pengaduan dan QR atau Nomor SPAN LAPOR.
c. Sistem pengarsipan dan pelaporan elektronik/manual
d. Sarana prasarana kursi tunggu, ruang disabilitas,  Masjid, Tempat Parkir, dan Kulkas Minuman.

	3
	Kompetensi Pelaksana 
	:
	a.  Mampu memahami Regulasi PBI-JKN
b. Menguasai Penggunaan Aplikasi EDABU Verifikasi dan Entri Data
c. Ramah, profesional Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, tegas, sopan, adil,  terbuka,  sabar,  komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab 

	4
	Pengawasan Internal
	:
	a. Dilakukan evaluasi berkala oleh Kepala Dinas Sosial dan Kepala Bidang Fakir Miskin
b. Dan TIM Pengendali Mutu Evaluasi Pelayanan capaian dan pelaksanaan pengendali program

	5
	Jumlah Pelaksana
	:
	a. Petugas Operator Pemegang User Aplikasi EDABU
b. Petugas Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur
· Petugas Administrasi
· Petugas Rekapitulasi Data Usulan Reguler Dan Emergency/ UHC
c. Kepala Dinas Sosial dan Kepala Bidang Penanganan Fakir MIskin

	6
	Jaminan Pelayanan
	:
	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten  di  bidang  tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun.

	7
	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan
	:
	a. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pemohon
b. Produk pelayanan yang diproses secara manual dan elektronik di jamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
c. Jaminan	kerahasiaan data Pemohon

	8
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	:
	a. Rapat	evaluasi	terhadap pelaksanaan kegiatan terkait
b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat	(SKM)	yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.
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